BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMORI{%ZTAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

BUPATI JEMBER; ﬂ/ / / /

Menimbang : a. bahwa dalam rangks ihple enj4 i
!

Penyederhanae oktasi 1£ d
perubahan- ter d>3, edluduks u organisasi, tugas dan
i erah Kabupaten Jember;

omor 1 Tahun 2021 tentang

keé,ﬂ

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Noomr 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398};

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik




10.

11.

12.

13.

14.

Nomor 6477); p
. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Takb

. Peraturan

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Managjemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Re Hhk Indonesia

g Pembmaan

.2

dan Pengawasan Pemerinta
Indonesia Tahun 2017 -Nor
Republik Indonesia *‘( &

i tentang Peraturan

2 Tahun 2011 tentang
fundang-undangan (Lembaran

Pelaksana

Peddman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota  Yang  Melaksanakan Fungsi Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
Dan Kabupaten/Kota ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 Tentang
Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang
Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang
Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
546);




15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER.

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Jember.

BAB 11
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.

(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang
berada dibawah dan dalam pelaksanaan tugasnya
bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam
menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administrasi
terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.




(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Sekretariat Daerah mempunyai fungsi;
a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga
teknis dan lembaga lainnya;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah;
d. pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara;
. pengkoordinasian pengelolaan keuangan daerah
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

]

Pasal 4

(1) Bupati dalam melaksanakan tugas dapat dibantu staf ahli. /
(2) Staf ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepadd Bupati
dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

(3) Staf ahlt sebagaimana dimaksud pads (1) bertugas
memberikan pertimbangan dalam pe akan kepada
Bupati.

(4) Staf Ahli sebagaimana di

dimaksud pada ayat (1) diangkat dan
Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang

Pasal 5

(1) Staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan pelitik mempunyai
tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan
dengan cara memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis
dibidang pemerintahan, hokum dan politik diluar tugas dan fungsi
perangkat daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik mempunyai
fungsi:

a. memberikan masukan kepada Bupati dalam tataran kebijakan
dan kerangka implementasi tentang hal-hal yang menyangkut
masalah-masalah strategis dan pendekatan atau menciptakan
akselerasi tugas dan fungsi pemerintah dalam bidang
pemerintahan, hukum dan politik;

b. pengumpulan data di bidang pemerintahan, hukum dan politik,
pengamatan, penelahan dan pertimbangan untuk pemecahan
masalah dan pengembangan kebijakan;



c. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah
dan pihak lain terkait bidang pemerintahan, hukum dan politik
apabila diperlukan dalam rangka penyampaian saran
pertimbangan kepada Bupati;

d. penyusunan konsep tinjauan akademis dan atau non akademis
suatu kebijakan Pemerintah Daerah maupun telaahan dibidang
pemerintahan, hukum dan politik; dan

e. penyusunan laporan kegiatan staf ahli bidang
pemerintahan, hukum dan politik kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 6

(1) Staf ahli bidang pembangunan, perekonomian dan keuangan
mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan dengan cara memberikan rekomendasi ter

diberikan Bupati.
(2) Untuk melaksanakan tugas
staf ahli bidang pembang
mempunyai fungsi

z -masalah strategis dan pendekatan atau menciptakan

akselerasi tugas dan fungsi pemerintah dalam bidang
pembangunan, perekonomian, keuangan, pertanian,
perkebunan dan peternakan;

c. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Perangkat
Daerah dan pihak lain terkait bidang pembangunan,
perekonomian, keuangan, pertanian, perkebunan dan
peternakan apabila diperlukan dalam rangka penyampaian
saran pertimbangan kepada Bupati;

d.penyusunan konsep tinjauan akademis dan atau non akademis

suatu kebijakan Pemerintah Daerah maupun telaahan di
bidang pembangunan, perekonomian, keuangan, pertanian,
perkebunan dan peternakan; dan

e. penyusunan laporan kegiatan staf ahli bidang
pembangunan, perekonomian, keuangan, pertanian,
perkebunan dan peternakan kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

Pasal 7

(1) Staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia
mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan dengan cara memberikan rekomendasi terhadap isu-




isu strategis dibidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia

diluar tugas dan fungsi perangkat daerah serta tugas lain yang

diberikan Bupati.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia
mempunyai fungsi:

a. pengumpulan data untuk pemecahan masalah dan
pengembangan  kebijakan dengan menyiapkan  bahan
perumusan kebijakan di bidang kemasyarakatan, pendidikan,
agama dan sumber daya manusia;

b. memberikan masukan kepada Bupati dalam tataran kebijakan
dan kerangka implementasi tentang hal-hal yang menyangkut
masalah-masalah strategis dan pendekatan atau menciptkan
akselerasi tugas dan fungsi pemerintah dalam bidang
kemasyarakatan, pendidikan, agama dan sumber -daya
manusia;

c. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi defigan Perangkat
Daerah dan pihak lain terkait bid3 masyarakatan,
pendidikan, agama dan s nusia apabila
diperlukan dalam rangka pertimbangs
kepada Bupati; P

axxnon akademis
h mElptn telaahan dibidang
[

agama dan sumber daya

d. penyusunan k
suatu ketye

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
a.Sekretaris Daerah;
b.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
1. Bagian Tata Pemerintahan terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional,
2. Bagian Hukum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.
c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari:
1. Bagian Perekonomian dan SDA terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional; dan
2. Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan
Jasa terdiri dari:
a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa dan LPSE;
dan
b) Kelompok Jabatan Fungsional.



&)

(6)

(1)

d. Asisten Administrasi Umum terdiri dari:
1. Bagian Organisasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari:
a) Sub Bagian Protokol ;
b} Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bagian Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dan
dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
Staf Ahli dipimpin oleh seorang Staf Ahli, yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif
dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
Asisten dipimpin oleh seorang Asisten, yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawgh-dan
bertanggungjawab kepada Asisten masing-masing.

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagja ng berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Be 1a§ﬂng- masing.

inas daerah dan lembaga daerah, memimpin,
oordinasi dan pengawasan, evaluasi dan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Sekretaris Daerah mempunyai fungsi:

a. perumusan sasaran pelaksanaan operasional program dan
kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan,
kemasyarakatan, ketatalaksanaan, keorganisasian serta
administrasi dengan memadukan Program Kerja Pemerintah dan
disesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga tepat mutu,
kualitas dan sasaran,

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas yang diselenggarakan oleh
Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten ;

c. pelaksanaan analisa data maupun laporan hasil pelaksanaan
kegiatan dari Perangkat Daerah pada semua bidang dengan
mempelajari, memahami dan meneliti kembali sehingga diperoleh
masukan sebagai bahan penyempurnaan lebih lanjut;

d. pengendalian kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah melalui
rapat teknis, permintaan data maupun pelaporan kegiatan secara
periodik maupun insidental, sehingga pelaksanaan kegiatan
dapat terkendali sesuai program dan ketentuan yang berlaku;



e. penyampaian saran pertimbangan dan/atau Telaahan Staf
kepada Bupati sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan serta kebijakan,

f. pendistribusian tugas kepada para Asisten Sekretaris Daerah,
para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah maupun para Kepala
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah daerah;

g. pengkoordinasian perumusan kebijakan pembangunan,
pengelolaan anggaran dan pengendaliannya untuk kelancaran
serta tertib administrasi pelaksanaannya; dan

h. pengevaluasian hasil pelaksanaan tugas yang diselenggarakan
oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah daerah
dalam rangka pengendalian melalui rapat teknis, permintaan data
laporan, pemantauan lapangan, sehingga dapat diperoleh
kebenaran dan perkembangannya.

Bagian Kedua
Asisten Pemerintahan dan Kesejahtaer
Pasal 10

(1} Asisten Pemerintahan dan

: ﬁ’ : sebagaima
dimaksud dalam Pasal -’l’l I

s membantu

Sekretaris Daerah F daérah di bidang
d 1,) darm” pengoordinasian
aerdhy dji |bidang kesra,pengoordinasian
ngkat Daérah, dan pemantauan dan

«bijjakan daerah  dibidang tata

a. penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan,
dan hukum ;

b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang
kesra;

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang tata pemerintahan, hukum dan kesra;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang tata pemerintahan, hukum,;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang kesra; dan

f. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di
bidang tata pemerintahan, hukum dan kesra yang berkaitan
dengan tugasnya.

d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.



(1)

(2)

(1)

(2)

Paragraf 1
Bagian Tata Pemerintahan
Pasal 11

Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan Kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah,pelaksanaan  pembinaan  administrasi di  bidang
administrasi  pemerintahan dan Kerjasama, administrasi
kewilayahan, otonomi daerah serta tugas lain yang diberikan oleh
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dj
administrasi pemerintahan dan Kerjasama
kewilayahan, otonomi daerah;
b. penyiapan bahan pengoordinasian peru
di bidang administrasi i

asi kewilayahan dan otonomi daerah ;

qfigsi lain  yang diberikan oleh  Asisten

ahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan

gasnya ; dan

‘penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Paragraf 2
Bagian Hukum
Pasal 12

Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan  tugas Perangkat Daerah,
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-
undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bagian Hukum mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
perundang-undangan,bantuan hukum serta dokumentasi dan
informasi;

b. penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan kebijakan daerah
di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta
dokumentasi dan informasi;
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c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di di bidang perundang-undangan, bantuan hukum
serta dokumentasi dan informasi

d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
bidang  perundang-undangan, bantuan hukum  serta
dokumentasi dan informasi; dan

e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan
tugasnya

f. penyiapan dan penyajian bahan rancangan produk hukum
daerah berupa regulasi maupun legislasi daerah;

g. pengkajian peraturan perundang-undangan terhadap
penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan
Pemerintah Desa,;

h. penyiapan telaahan bahan pertimbangan hukum dan pelayarian
bantuan hukum kepada unsur Pemerintah Daergh terkait
permasalahan dalam pelaksanaan tugas —penyelenggaraan

pemerintah daerah maupun penyelenggardan | pemerintahan
desa;
i. pelaksanaan pembinaan bhu han huku

at desa dan

ra§unan program legislasi daerah;
pelaksanaan fasilitasi penetapan produk hukum daerah; dan

0. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Paragraf 3
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Pasal 13

(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8 ayat (2) huruf ¢, mempunyai tugas:

a. melaksanakan penyiapan  pengoordinasian  perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial
dan kesejahteraan masyarakat serta tugas lain yang diberikan
oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan
kesejahteraan masyarakat;
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b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial
dan kesejahteraan masyarakat ;

¢c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak
vang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi
pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan,
kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan
dengan tugasnya.

e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.
Bagian Ketiga
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Pasal 14
(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunaf @ imana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (3), mempunys
Daerah dalam pengoordjnasie
duafi dan evaluasi

e ht
penyusunan EhiTs z 4
pelaksand J : i~ -bidang perekonomian,

dengadaan barang dan jasa dan

dacrah,
Daerah,

ats
ksahdkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
erekonemian dan Pembangunan mempunyai fungsi:
soerdinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang
nérekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya
alam,

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan
barang dan jasa dan sumber daya alam ;

c. penyusunan Kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan
jasa;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang pengadaan barang dan jasa;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang perekonomian, administrasi pembangunan,
dan sumber daya alam; dan

. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah
perekonomian, administrasi pembanguan, pengadaan barang
dan jasa dan sumber daya alam yang berkaitan dengan
tugasnya,;

g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.




Paragraf 1
Bagian Perekonomian dan SDA
Pasal 15

(1) Bagian Perekonomian dan SDA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas:
a. melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,

(2)

C.

pengoordinasian  pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan
distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan
ekonomi mikro kecil;

. melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,

pengoordinasian  pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah i
bidang sumberdaya alam pertanian, kehutanan, kelautah dan
perikanan, sumberdaya alam pertambangan dar lingkungan
hidup, dan sumber daya alam energi dan air ;¢

melaksanakan tugas lain yang
Perekonomian dan Pembanguns

dibeTika th Asisten

Untuk melaksanakan tugas-sebag : ksud pada ayat™(1)},

Bagian Perekonomian-das

eruymisan Kkebijakan
BLUD, pengendalian
ekomomian;” dan perencanaan dan
akecil ;
pengoordinasian  pelaksanaan tugas
aetah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD,
dalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan
dafi pengawasan ekonomi mikro kecil;
penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak
yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi
pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan
BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan
perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil; dan
pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan
tugasnya.
penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang
sumberdaya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan
perikanan, sumberdaya alam pertambangan dan lingkungan
hidup, dan sumber daya alam energi dan air ;
penyusunan  kebijakan, koordinasi, pemantauan dan
pengevaluasian, pembinaan serta promosi produk lokal;
pelaksanaan pemantauan, pengembangan dan peningkatan
mutu pelayanan di bidang perekonomian; dan
penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan
tugas.




Paragraf 2
Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa
Pasal 16

(1) Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3} huruf b, mempunyai
tugas:

a. melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi;

b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan  daerah,
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan
dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dap-jésa,
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan
advokasi pengadaan barang dan jasa; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan glet

dan Pembangunan.

- evaluasi pelaksanaan

ebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak
yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi
pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program,
pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;

d. penyiapan bahan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan
daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa,
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik pembinaan dan
advokasi pengadaan barang dan jasa,

e. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa,
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan
dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

f. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa,
pengelolaan layanan pengadaan;

g. penyiapan bahan kebijakan dan pedoman penyusunan APBD;

h. pelaksanaan dan pengendalian administrasi pembangunan yang
dibiayai dari APBD, bantuan pembangunan dan dana
pembangunan lainnya;

i. pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman
petunjuk teknis pengelolaan APBD;



j. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian
dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya; dan

k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Pasal 17

Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa dan LPSE
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 1,
mempunyai tugas :

a. melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;

b. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;

c. menyusun strategi pengadaan barang/jasa;

d. menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan dokumen pemilihan
beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang
dibutuhkan;

melaksanakan pemilihan penyediaan barang/jasa;

o

f. menyusun dan mengelola katalog elektronik lokat/sektoral;

g membantu perencanaan dan pengelolaan—kdn pengadaan
barang/jasa pemerintah;

h. melaksanakan pemantauan-da SH pengades

barang/jasa pemeri

‘ erh linformasi pengdaan
ystém pengadaan secara
rnya

perigadaan barang/jasa pemerintah

asilitdsi  pelaksanaan registrasi dan verifikasi

peiha setUruh system informasi pengadaan barang/jasa;

anakan identifikasi kebutuhan pengembangan system
informasi,

l. mengembangkan system informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ;

m. melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa
pemerintah kepada masyarakat luas;

n. melakukan pengelolaan informasi manajemen barang/jasa hasil
pengadaan barang/jasa pemerintah;

o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan

barang/jasa pemerintah;

melaksanakan pengelolaan informasi kontrak ; dan

g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

>

Bagian Keempat
Asisten Administrasi Umum
Pasal 18

(1) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (4), mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam
penyusunan  kebijakan  daerah, pelaksanaan  kebijakan,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan
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perencanaan dan keuangan. serta tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1},

Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan di bidang organisasi

b. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan
komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan

¢. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang organisasi;

d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
umum,organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan
perencanaan dan keuangan;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang organisasi;

f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada
instansi daerah; dan

g. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretdris Daerah di

istfasi pinan yang

neldksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan
s pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan
afialisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan
inerja dan reformasi birokrasi serta tugas lain yang diberikan oleh
Asisten Administrasi Umum.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bagian Organisasi mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata
laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi ;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan
tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi ;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan
Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan
publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;

e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi
Umum yang berkaitan dengan tugasnya; dan

f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.



Paragraf 2
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Pasal 20

(1) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b, Pimpinan mempunyai tugas
pelaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan Kkebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi
pimpinan, dan dokumentasi serta tugas lain yang diberikan oleh
Asisten Administrasi Umum.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi:

a.

b.

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol,
komunikasi pimpinan, dan dokumentasi ;

penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaa tugas
Perangkat Daerah di bidang protokol,komunjka$i pimpinan,
dan dokumentasi;

penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan
kebijakan daerah terkait protcke pimpinan, da
dokumentasi;

pelaksanaan an—di dalam

maupun &i
pelaksarn 4 dan selamat; dan

ikan oleh Asisten Administrasi

Pasal 21

1) Sub Bagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4)
huruf b angka 1, mempunyai tugas :

a.
b.

menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;
menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

. menginformasian jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah;
. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah

. melaksanakan koordinasi tata protokoler yang berkaitan dengan

upacara dan yang dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
melaksanakan kegiatan tata protokoler yang berhubungan
dengan upacara, pelantikan, jamuan, seminar dan konvensi;

. melaksanakan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait agar

acara berjalan dengan baik,

. menyelenggarakan tata protokoler dalam rangka penerimaan

resmi kunjungan tamu-tamu pemerintah, Presiden/Wakil
Presiden, Pejabat negara dan tamu negara VVIP lainnya ;
menggali bahan informasi dalam rangka kunjungan tamu dan
memberikan informasi tentang kunjungan tamu kepada pihak-
pihak terkait;
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j. menyampaikan karangan bunga/ucapan duka dan selamat;

k. menyiapkan jadwal Kegiatan Bupati/Wakil Bupati serta
persiapan kehadiran Bupati dalam memimpin acara;

1. menyiapkan bahan dan koordinasi dengan Instansi terkait
dalam rangka kegiatan perjalanan Dinas Bupati dan Wakil
Bupati dan pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati dan Wakil
Bupati;

m. melaksanakan pelayanan keprotokolan Bupati dan Wakil Bupati
pada acara resmi maupu kenegaraan ; dan

n. menyusun laporan pertaanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Paragraf 3
Bagian Umum
Pasal 22

(1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8-ayat (4) huruf
¢, mempunyai tugas melaksanakan pe pelaksanaan
kebijakan dan pemantauan dan evaluesi dj lang tata usaha
pimpinan, stat ahli dan kepegawdiat], / per dan rumah
tangga serta tugas lain i Administfasi
Umum.

balian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di

fata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian,
sérlengkapan dan rumah tangga; dan

c. pelaksanaan urusan administrasi keuangan Bupati dan Wakil
Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli;

f. pelaksanaan urusan perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati,
Sekretariat Daerah, Asisten dan Staf Ahlj;

g. pelaksanaan urusan perlengkapan Bupati dan Wakil Bupati
dan Sekretaris Daerah,;

h. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya
pengelolaan sebagian kekayaan daerah; dan

i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing - masing
berdasarkan ketentuan peraturan perundang — undangan.
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Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) huruf a, Pasal 8 ayat (2) huruf b, Pasal 8 ayat (2)
huruf c, Pasal 8 ayat (3) huruf a, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 2,
Pasal 8 ayat (4) huruf a, Pasal 8 ayat (4) huruf b angka 2, Pasal 8
ayat (4) huruf ¢, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang
terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang
keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan
fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi
jabatan pimpinan tinggi pratama.

(3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam
penyusunan rencana, pelaksanaan dan  pengendali
pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada mas;j
uraian fungsi.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud
oleh pejabat Pembina kepegawai
berwenang.

(5) Ketentuan nomenklat

oleh Bupati.

) ditetapkan
ejabat yang

Ahli merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb atau Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama.

(3) Asisten Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselonil
b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

(4) Kepala Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon Illa atau
Jabatan Administrator.

(5) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural eselon IVa atau
JabatanPengawas.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugas dan funginya, Sekretaris Daerah, Staf
Ahli, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kelompok
Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah
Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai
dengan tugas dan fungsi masing-masing.
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(2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya
masing - masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah - langkah yang diperlukan.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin
dan mengkoordinasi bawahan masing - masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya
masing - masing serta menyampaikan laporan berkala tepat
waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi
dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada

bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan pula k€épada satuan
organisasi lain yang secara fungsional meémp ai hubungan
kerja.

- _ ]

o
I

cat'dan diberhentikan oleh Gubernur dari

yang memenuhi syarat atas usul Bupati

peraturan perundang-undangan.
sister dan Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh

BUpati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul
Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(3) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala
Bagian sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(4) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai
Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan

)

(1)

BAB VII
ESELON JABATAN
Pasal 28

(1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Eselon Ila atau Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama.

(2) Asisten, Staf Ahli merupakan Jabatan Eselon IIb atau Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama.

(3) Kepala Bagian merupakan Jabatan Eselon Illa atau Jabatan
Administrator.

(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Eselon IV a atau
Jabatan Pengawas.



BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29
Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30
(1) Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan
pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
(2) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi =

berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang—
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi ser ata

ini. / "ﬂll (Q
1 / f-'lll} : I|II \

KETE TUI
I |
\ —
1t Hera ré Bupati |it E r? eraturan Bupati Jember
E 202Y éhtellnlg /\S)d'\’l an, Susunan Organisasi, Tugas
i Sert i g‘ Kerj ekretariat Daerah Kabupaten Jember
a

g
e

n Jember Tahun 2021 Nomor 1), dicabut dan
Jti erlaku.

Pasal 32
/ Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

= Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember

Diundangkan di Jember pada tanggal 2l Desembec 2021

pada tanggal % Degmber 2021
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BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR 125
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